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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dari penelitian ini, 

maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 

Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang berlandaskan dari adanya 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yang 

mensyaratkan adanya meaningful participation. Namun  Putusan 

tersebut tidak dilakukan sesuai yang diperintahkan oleh Mahkamah 

Konstitusi, karena Presiden menerbitkan Perpu yang dalam 

pembentukannya tidak memenuhi syarat meaningful participation. Hal 

ini merupakan ketidakpatuhan terhadap konstitusi (constitutional 

unobedience)  Presiden dan DPR, yang dapat menjadi preseden buruk. 

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang dalam proses pengujian formil adanya 

conflict of interest, karena Presiden dan Ketua Mahkamah Konstitusi 

memiliki hubungan semenda. Hal  menjadikan tidak objektifnya 

pengujian tersebut. Dalam  proses pembentukannya tidak memenuhi 

syarat yang ditentukan  Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tidak 

mendapatkan persetujuan dalam persidangan yang berikut dan syarat 

kegentingan memaksa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

138/PUU-VII/2009.  

 

B. Saran  

Kegentingan  memaksa yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi masih 

bersifat terlalu umum, membuat pemaknaan kegentingan memaksa masih 
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menjadi terlalu luas. Hal ini dapat menjadi potensi salah dalam 

menggunakan Perpu oleh Presiden, oleh sebab itu DPR harus segera 

menambahkan ketentuan dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai kegentingan yang 

memaksa yang dimaksud dalam UUD 1945. 
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